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INTISARI

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN ENREKANG

Penulis : Rosnani

Penasehat : Dr. Najmi Kamariah, SE.,M.Si

Terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan tentang keuangan serta
menguatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan pada organisasi
pemerintahan membawa konsekuensi tentang pentingnya sistem pengelolaan
keuangan yang akuntabel dan transparan pada laporan keuangan. Baik buruknya
laporan keuangan salah  satunya  dapat  dilihat  melalui sistem akuntansi
keuangan daerah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah (SAKD) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kuantitatif deskriptif dengan pendekatan survei. Metode pengambilan sampel
dilakukan secara purposive sampling. Penelitian ini menggunakan kuesioner
sebagai instrument utama dalam penelitian sehingga data yang diperoleh dapat
menunjang keterangan yang diperlukan untuk mendukung pembahasan penelitian.

Hasil penelitian didasarkan pada  tiga indikator yaitu pencatatan,
pengikhtisaran dan pelaporan. Berdasarkan hasil analisis pencatatan masuk dalam
kategori sangat baik dengan nilai 4,83, pengikhtisaran dengan nilai 4,29 termasuk
dalam kategori sangat baik serta pelaporan juga termasuk dalam kategori sangat
baik dengan nilai 4,72. Adapun nilai rata – rata yang dihasilkan dari penjumlahan
nilai rata – rata keseluruhan indikator sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 4,
61. Sehingga sesuai dengan rentang interval yang telah ditentukan, maka sistem
akuntansi keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang berada pada
rentang interval sangat baik.

Kata kunci : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Paket undang-undang dibidang keuangan negara yaitu Undang-Undang

Nomor 17 Tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara,  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun  2004 Tentang  Perbendaharaan  Negara,  Undang-Undang  Nomor  15

Tahun  2004 Tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggungjawab  Keuangan

Negara  dan Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2006  Tentang  Badan

Pemeriksa  Keuangan membawa konsekuensi mengenai pentingnya sistem

pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan, sehingga dengan

demikian pengelolaan keuangan negara benar-benar dapat mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa atau lebih dikenal dengan istilah

Good Governance.

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin

pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan,

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada pemerintah

daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap

negara juga menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah, dimana daya saing

pemerintah daerah ini diharapkan akan mampu tercapai melalui peningkatan

kemandirian pemerintahan. Dengan bergulirnya UU No.22/1999 yang

diperbaharui dengan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU

No.25/1999 yang diperbaharui dengan UU No.33/2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan dasar hukum pemerintah
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daerah mengenai desain dan pola-pola aplikasi pertanggungjawaban keuangan

daerah yang sangat terkait dengan reformasi regulasi keuangan negara.

Otonomi daerah yang saat ini tengah bergulir di Indonesia merupakan

implementasi UU No.22/1999 yang diperbaharui menjadi UU No.32/2004 tentang

Pemerintahan Daerah. Menurut Sabarno (2008:15) menyatakan bahwa konsepsi

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipersepsikan dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan ke

dalam konstruksi desentralisasi, otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah

hingga akuntabilitas pemerintahan daerah, selain itu mendorong penegasan

kembali peranan pemerintah pusat dalam mengambil keputusan mengenai adanya

otonomi daerah.

Otonomi daerah juga memberikan kewenangan kepada daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Sabarno (2008:7) mengisyaratkan bahwa

penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan

yang bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara

proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan

sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan daerah. Pendelegasian kewenangan ini disertai dengan

penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya

manusia sesuai dengan kebutuhan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.

Otonomi daerah yang bersifat luas tersebut telah diberikan kepada

pemerintah daerah dengan maksud agar pemerintah daerah dapat meningkatkan
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efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pemerintah daerah yang pada akhirnya

diharapkan mampu mencapai good governance. Disisi lain tuntutan akuntabilitas

dan transparansi dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi

tidak terkecuali akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan

daerah.

Fenomena yang menjadi sorotan utama pada organisasi sektor publik di

Indonesia saat ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas

lembaga-lembaga publik baik di pusat maupun di daerah. Dalam konteks

organisasi pemerintahan, akuntabilitas publik dapat dikatakan sebagai suatu

bentuk pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial

pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.

Mardiasmo (2002:57) menjelaskan bahwa:

Akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent)
untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak
untuk  meminta  pertanggung- jawaban  tersebut.

Selain itu, menurut Mardiasmo (2004:29) juga menyebutkan bahwa

akuntabilitas merupakan pengambilan keputusan berprilaku sesuai dengan mandat

yang diterimanya lebih jauh. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai sebuah

bentuk kewajiban mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang

dilaksanakan secara periodik. Selain itu, Governmental Accounting Standard

Board (GASB) dalam Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No.1

tentang Objectives of Financial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas
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merupakan dasar pelaporan keuangan di organisasi pemerintahan. Hal tersebut

menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas

publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah semakin menguat, Berkenaan dengan hal tersebut penciptaan akuntabilitas

publik harus dilaksanakan dalam sistem dan standar akuntansi pemerintahan

untuk dapat menciptakan Good Governance. Good Governance sendiri diartikan

sebagai sebuah bentuk pemerintahan yang baik dengan menyelenggarakan

manajemen pembangunan yang bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip

demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi,

pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif serta menjalankan

disiplin anggaran.

Baik buruknya laporan keuangan salah  satunya  dapat  dilihat  melalui

sistem akuntansi  keuangan daerah.  Sistem  akuntansi  keuangan  bertujuan

untuk  menyediakan  informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan  dan

pengelolaan keuangan  pemerintah serta memudahkan  pengendalian  yang

efektif  atas  seluruh  aset,  hutang,  dan ekuitas  dana.  Selain  itu,  sistem

akuntansi  keuangan  daerah menyediakan  informasi  keuangan yang  terbuka

bagi  masyarakat  dalam rangka  mewujudkan  penyelenggaraan pemerintahan

yang  baik.  Laporan keuangan pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai

laporan pertanggungjawaban  merupakan  hasil proses  akuntansi  atas  transaksi-

transaksi  keuangan  pemerintah. Laporan  pertanggungjawaban  untuk tujuan

umum,  terdiri  dari  laporan perhitungan anggaran, neraca,  laporan arus  kas  dan

nota  perhitungan anggaran. Tidak tertutup kemungkinan laporan  keuangan  dapat

dikembangkan  untuk  tujuan  khusus (Prihandono, 2009:12).
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Sistem akuntansi keuangan daerah berfungsi sebagai subsistem organisasi

yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah daerah. Ruang

lingkup sistem akuntansi keuangan daerah mencakup kebijakan sistem akuntansi,

prosedur sistem akuntansi, sumber daya manusia dan teknologi informasi.

Pemerintah daerah perlu mengambil pendekatan yang menempatkan sistem

akuntansi digaris depan dan mempertimbangkan dengan baik sistem dan faktor

terkait manusia dan pengelolaan sistem informasi akuntansi.  Pemerintah daerah

harus fokus pada faktor-faktor kritis jika ingin mencapai sistem informasi

akuntansi berkualitas tinggi. Kegagalan untuk melakukannya memiliki dampak

negatif pada proses keuangan organisasi. Kualitas informasi yang buruk dapat

mengakibatkan kerugian pada pengambilan keputusan menurut Xu et al (2003).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2006, badan pemeriksa keuangan (BPK) melakukan

pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pemeriksaan ditujukan

untuk memberikan opini atas Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,

dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern. Sesuai dengan Peraturan

Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan

keuangan akan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo

anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan

ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, sehingga terdapat penambahan tiga

laporan keuangan, yaitu laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan

laporan perubahan saldo anggaran lebih.
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Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan selama dua tahun

terakhir untuk pemerintah kabupaten Enrekang meraih opini disclaimer dari

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel atas pengelolaan

anggaran 2015 (Berita kota Makassar) dan pada tahun 2017 BPK RI Perwakilan

Sulsel kembali resmi memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas

Laporan Keuangan Pemkab Enrekang berdasarkan hasil LHPK dari BPK atas

pengelolaan keuangan tahun 2016 (Fajar online)

Opini yang diberikan atas suatu laporan keuangan pemerintah daerah

merupakan gambaran  kualitas  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  daerah,

adanya  kenaikan opini  merupakan  adanya  perbaikan  akuntabilitas  dalam

penyajian  laporan keuangan  sesuai  dengan  standar  akuntansi  pemerintahan

yang  berlaku.    Opini tidak  memberikan  pendapat  (TMP) atau disclaimer,

artinya  auditor  tidak  dapat  memberikan pendapat  atas  laporan  keuangan  yang

diperiksa  karena  dua  alasan,  yaitu  auditor terganggu  independensinya  dan

auditor  dibatasi  untuk  mengakses  data  tertentu. Opini  wajar  dengan

pengecualian (WDP),  bahwa  laporan  keuangan  yang diperiksa  sebagian  besar

pos  dalam  laporan  keuangan,  posisi  keuangan,  hasil usaha dan arus kas entitas

tersebut telah disajikan secara wajar terbebas dari salah saji  material  dan  sesuai

dengan  prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum  di Indonesia,  kecuali  untuk

dampak  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  yang dikecualikan  untuk  pos-pos

tertentu  disajikan  secara  tidak  wajar.

Selama dua tahun berturut-turut pemerintah kabupaten Enrekang belum

dapat  memperoleh  predikat  wajar  tanpa pengecualian  (WTP). Hal  tersebut

menunjukkan  bahwa pertanggungjawaban  mengenai  integritas  keuangan,
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pengungkapan  dan  ketaatan terhadap peraturan  perundang-undangan  pada

pemerintah  daerah  Kabupaten Enrekang belum  memadai  yang  disebabkan

belum  optimalnya  sistem akuntansi keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas,

maka  penulis  tertarik untuk mengambil  pokok  bahasan  dengan judul penelitian

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten

Enrekang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini

akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

”Bagaimana sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Enrekang ? ”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk  mengetahui, dan mengkaji sistem

akuntansi keuangan daerah (SAKD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna dalam aspek teoretis, praktis

dan regulasi sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah  wawasan  dan

pengetahuan  penulis dan pembaca sehubungan  dengan sistem akuntansi

keuangan daerah. Serta diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan

dan teori yang berkaitan dengan penelitian baik secara khusus maupun

secara umum serta menjadi bahan referensi penelitian selanjutnya.
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2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

pemerintah  daerah untuk  memberikan  kontribusi  untuk  lebih

mengoptimalkan  pemanfaatan  teknologi,  sumber  daya  manusia  yang

kompeten  dan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  dalam  rangka

mencapai  tujuan  instansi  secara  efektif,  efisien,  menyampaikan

laporan keuangan  secara  berkualitas,  mengamankan  aset  dan

mendorong  ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah  sebagaimana

ditetapkan  dalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah, yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara  Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam dalam Undang – Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintahan daerah timbul hak daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga

perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah dan dikeluarkan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor  58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Daerah sebagaimana dimaksud

merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan daerah dan merupakan

elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan tersebut

juga ditunjang dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah untuk lebih melengkapai

sistem.

Selain kedua undang-undang tersebut diatas, terdapat beberapa peraturan

perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan dearah yang

telah terbit lebih dahulu. Undang-undang dimaksud adalaha Undang-Undang

nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang nomor 1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang nomor 15 Tahun
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2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,

dan Undang-Undang nomor  25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2005 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah.

Pada dasarnya yang mendasari terbitnya peraturan perundang-undangan

tersebut adalah keinginan untuk mengelolah keuangan Negara dan daerah secara

efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata

kelola pemerintahan yang baik (goog governance) yang memiliki tiga pilar utama

yaitu : transparansi, akuntabilitas dan partisipatif ( Renyowijoyo, 2008:216).

Dalam  arti  sempit,  keuangan  daerah  yakni  terbatas  pada  hal-hal  yang

berkaitan dengan APBD. Oleh sebab itu keuangan daerah identik dengan APBD.

Menurut  Mamesah  dalam  Halim  (2004:  18),  Keuangan  Daerah  dapat

diartikan sebagai  semua  hak  dan  kewajiban  pemerintah  yang  dapat  dinilai

dengan  uang. Demikian  pula  dengan  segala  sesuatu  baik  berupa  uang

maupun  barang  yang dapat  dijadikan  kekayaan  daerah  yang  lebih  tinggi

serta  pihak-pihak  lain  sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam  ketentuan  umum  pada PP  Nomor  58  Tahun  2005,

Pengelolaan Keuangan  Daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi

perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban,

pengawasan daerah.  Pengelolaan  keuangan  daerah  dalam  hal  ini  mengandung

beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang  sering disebut

pengurusan administrasi  dan  kepengurusan  khusus  atau  juga  sering  disebut

pengurusan bendaharwan.  Dalam  pengelolaan  anggaran/keuangan  daerah  harus

mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. Pada Permendagri
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Nomor 26 Tahun 2006  tentang  Pedoman  Penyusunan  APBD  Tahun  Anggaran

2007  menyatakan bahwa  “APBD  harus  disusun  dengan  memperhatikan

prinsip-prinsip  pokok anggaran  sektor  publik,  sebagai  berikut:  (a)  Partisipasi

Masyarakat,  (b) Transparansi  dan  Akuntabilitas  Anggaran,  (c)  Disiplin

Anggaran,  (d)  Keadilan Anggaran, (e) Efisiensi dan Efektivias Anggaran dan (f)

Taat Asas”. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,

pertanggungjawaban,  dan pengawasan keuangan daerah (PP 58/2005, pasal 1).

Berdasarkan pengertian diatas, pada prinsipnya keuangan daerah

mengandung unsur  pokok  yaitu  hak  daerah,  kewajiban  daerah  dan  kekayaan

yang  berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Hak daerah dalam rangka

keuangan daerah adalah segala hak  yang melekat pada daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang  digunakan  dalam  usaha  pemerintahan

daerah  mengisi  kas  daerah. Kewajiban daerah  juga  merupakan  bagian

pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintah  pusat  sesuai dengan UUD 1945.

Menurut permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah meliputi :

1. Pencatatan

Pada tahap ini setiap transaksi keuangan dicatat secara kronologis

dan sistematis dalam periode tertentu didalam sebuah atau beberapa buku

yang disebut jurnal. Tiap catatan itu harus ditunjang oleh dokumen

sumbernya (nota, faktur, kuitansi, bukti memorial, dan lain-lain).

Pencatatan dalam akuntansi ada dua tahap, yaitu pencatatan transaksi
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dalam buku jurnal (journal entry) dan pencatatan ayat jurnal ke buku besar

(posting to legder). Pencatatan terdiri dari :

a) Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk

bukti transaksi dan bukti pencatatan.

b) Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau

jurnal

c) Memindahbukuan (posting) dari jurnal berdasarkan

kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar

2. Pengikhtisaran

Pada tahap ini dilakukan aktivitas penyusunan nilai untuk setiap

akun yang disajikan dalam bentuk saldo masing-masing sisi debit dan

kredit, bahkan hanya berupa saldo saja. Berarti bahwa secara berkala

semua transaksi yang sudah dicatat, dikelompokkan, disajikan secara rigat

dala mdaftar tersendiri, yang disebut neraca saldo (trial balance) Adapun

proses pengikhtisaran sebagai berikut:

a) Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar

pada akhir periode akuntansi yaitu suatu daftar yang

memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya

selama periode tertentu yang diambil dari buku besar.

b) Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu penyesuaian

akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan

informasi yang palin up to date.

c) Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur merupakan alat

pembantu penyusunan laporan keuangan.
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d) Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal

penutup diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga

setelah diposting sehingga akun nominal akan nol.

e) Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca

yang berisi daftar akun riil.

f) Pembuatan ayat jurnal pembalik dibuat  apabila diperlukan

setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan.

3. Pelaporan

Setelah semua proses diatas selesai maka akan didapat laporan

keuangan.  Laporan  keuangan  tersebut  berupa  laporan  realisasi

anggaran, neraca,  laporan  arus  kas  dan  catatan  atas  laporan  keuangan.

Laporan keuangan  disusun  untuk  menyediakan  informasi  yang  relevan

mengenai posisi  keuangan  dan  seluruh  transaksi  yang  dilakukan  oleh

suatu  entitas selama  satu  periode  pelaporan.  Laporan  keuangan

tersebut  oleh  bagian keuangan  akan  dilaporkan  kepada  pihak-pihak

yang  memerlukannnya. Pihak-pihak yang memerlukannnya antara lain:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD),  Badan  Pengawasan

Keuangan,  investor,  kreditor, donator,  analisis  ekonomi, pemerhati

pemerintah  daerah, rakyat, Pemerintah Daerah lain dan Pemerintah Pusat

yang semuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

b. Ruang lingkup Keuangan Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah ini berdasarkan ketentuan Pasal 2

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 yang mengacu pada ruang  lingkup

keuangan negara menurut  Pasal  2  UU  No.  17  Tahun  2003,  bedanya  pada
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ruang  lingkup  keuangan daerah tidak ada ruang lingkup yang menyangkut

kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan  menggunakan  fasilitas  yang

diberikan  pemerintah. Menurut  Abdul  Halim (2002:7)  mengemukakan  bahwa

ruang  lingkup  keuangan  daerah  sendiri  atas keuangan daerah yang dikelola

langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang  termasuk  keuangan

daerah  yang  dikelola  langsung  adalah  Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Di pihak lain,

keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurut  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  No.  58  Tahun  2005  tentang

Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dijelaskan  tentang  ruang  lingkup  keuangan

daerah adalah sebagai berikut :

1)  Hak  daerah  untuk  memungut  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah
serta melakukan pinjaman,

2)  Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah
daerah dan membayar tagihan pihak ketiga,

3)  Penerimaan daerah,
4)  Pengeluaran daerah,
5)  Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau  pihak lain berupa

uang, surat berharga, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada
perusahaan daerah,

6)  Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau
kepentingan umum.

c. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  seluruh  kegiatan  yang  meliputi

perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban,

dan pengawasan  keuangan  daerah  (Halim,  2007:  330).  Penyelenggaraan

fungsi pemerintah  daerah  akan  terlaksana  secara  optimal  jika

penyelenggaraan  urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber
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penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada undang-undang

tentang perimbangan keuangan antara pemerintah  pusat  dan  daerah  yang

besarnya  disesuaikan  dan  diselaraskan  dengan pembagian kewenangan antara

pemerintah pusat dan daerah.

Menurut  Pasal  1  Ayat  6  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia

No.  58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan sebagai

berikut :

Pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang
meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,
pertanggungjawaban  dan pengawasan keuangan daerah.

Pengertian terebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Perencanaan Pengelolaan keuangan Daerah

Yang harus diperhatikan dalam perencanaan adalah :

a) Penetapan  secara  jelas  tujuan  dan  sasaran,  hasil  dan

manfaat,  serta indikator kinerja yang ingin dicapai.

b) Penetapan  prioritas  kegiatan  dan perhitungan  beban

kerja,  serta penetapan harga satuan yang rasional.

2) Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan

penyelenggaraan pemerintah daerah  adalah  juga  pemegang

kekuasaan  dalam  pengelolaan  keuangan daerah. Selanjutnya

kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja

pengelola  keuangan  daerah  selaku  pejabat  pengelola  keuangan

daerah  dan dilaksanakan  oleh  satuan  kerja  perangkat  daerah

selaku  pejabat  pengguna anggaran/barang daerah dibawah

koordinasi sekretaris daerah. Pemisahan ini akan  memberikan
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kejelasan  dalam  pembagian  wewenang  dan tanggungjawab,

terlaksananya  mekanisme  checks  and  balances  serta  untuk

mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam

penyelenggaraan tugas pemerintah.

3) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam  rangka  pengelolaan  keuangan  daerah  yang

akuntabel  dan transparan,  pemerintah  daerah  wajib

menyampaikan  pertanggungjawaban berupa : laporan realisasi

anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan

keuangan.  Laporan  keuangan  dimaksud  disusun  sesuai  dengan

Standar  Akuntansi  Pemerintah. Sebelum  dilaporkan  kepada

masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa

terlebih dahulu oleh BPK.

4) Pengawasan

Pengawasan  pengelolaan  keuangan  daerah  berpedoman

pada  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Dasar  hukum

yang  mendasari  pelaksanaan pengelolaan  keuangan  daerah

adalah  Permendagri  No.  59  Tahun  2007  dan Permendagri  No.

13  Tahun  2006  tentang  pedoman  Pengelolaan  Keuangan

Daerah. Mardiasmo  (2000  :  3)  mengatakan  bahwa  dalam

pemberdayaan pemerintah  daerah  ini,  maka  perspektif

perubahan  yang  diinginkan  dalam pengelolaan keuangan daerah

dan anggaran daerah adalah :

a) Pengelolaan  keuangan  daerah   harus  bertumpu  pada
kepentingan publik  (public oriented);
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b) Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah  pada
umumya dan anggaran daerah pada khususnya;

c) Desentralisasi  pengelolaan  keuangan  dan  kejelasan
peran  para partisipan  yang  terkait  dalam  pengelolaan
anggaran,  seperti  DPRD, KDH, Sekda dan perangkat
daerah lainnya;

d) Kerangka  hukum  dan  administrasi  atas  pembiayaan,
investasi  dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan
kaidah mekanisme pasar, value for money, transparansi dan
akuntabilitas;

e) Kejelasan  tentang  kedudukan  keuangan  DPRD,  KDH
dan  PNS Daerah, baik rasio maupun dasar
pertimbangannya;

f) Ketentuan  tentang  bentuk  dan  struktur  anggaran,
anggaran  kinerja, dan anggaran multi-tahunan;

g) Prinsip  pengadaan dan  pengelolaan  barang  daerah  yang
lebih profesional;

h) Prinsip  akuntansi  pemerintah  daerah,  laporan  keuangan,
peran DPRD,  peran  akuntan  publik  dalam  pengawasan,
pemberian  opini dan  rating  kinerja  anggaran,  dan
transparansi  informasi  anggaran kepada publik;

i) Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan
pembinaan, peran  asosiasi,  dan  peran  anggota
masyarakat  guna  pengembangan profesionalisme aparat
pemerintah daerah;

j) Pengembangan  sistem  informasi  keuangan  daerah untuk
menyediakan  informasi  anggaran  yang  akurat  dan
pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap
penyebarluasan informasi

d. Prinsip- Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan  Keuangan  Daerah  mengandung  arti  bahwa  setiap  daerah

otonom dapat mengurus dan mengatur keuangannya sendiri dengan menggunakan

prinsip - prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Mardiasmo (2002:105)

antara lain.

1) Transparansi

Masyarakat  memiliki  hak  dan  akses  yang  sama  untuk

menegtahui   proses anggaran,  karena  menyangkut  aspirasi  dan
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kepentingan  masyarakat  terutama dalam pemenuhan kebutuhan

hidup masyarakat.

2) Akuntabilitas

Prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti proses

pengganggaran mulai dari perencanaan,  penyusunan,  dan

pelaksanaan harus  dilaporkan  dan dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat.

3) Value of Money

Prinsip  ini  sesungguhnya  merupakan  penerapan  tiga

aspek  yaitu  ekonomi,efisiensi, dan efektifitas. Ekonomi, berkaitan

dengan pemilikan dan penggunaan sumber  daya  dalam  jumlah

dan  kualitas  tertentu  ada  harga  yang  lebih  murah. Efisiensi,

penggunaan  dana  masyarakat  harus  dapat  menghasilkan output

maksimal atau berdaya guna. Sedangkan efektif merupakan

penggunaan anggaran harus mencapai target-target atau tujuan

kepentingan publik.

Adapun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut  Devas,

dkk (1989 : 279-280) adalah sebagai berikut :

1) Tanggung  jawab  (accountability).
Pemerintah  daerah  harus mempertanggungjawabkan

keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan sah,
lembaga atau orang itu adalah pemerintah pusat, DPRD, kepala
daerah dan masyarakat umum.

2) Mampu  memenuhi  kewajiban  keuangan.
Keuangan  daerah  harus ditata dan dikelola sedemikian

rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan
keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman
jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.
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(3)  Kejujuran.
Hal-hal  yang  menyangkut  pengelolaan  keuangan  daerah

pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar-
benar jujur dan dapat dipercaya.
(4)  Hasil guna (effectiveness) dan daya guna (efficiency).

Merupakan tata cara  mengurus  keuangan  daerah  harus
sedemikian  rupa  sehingga memungkinkan program dapat
direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai  tujuan
pemerintah  daerah  dengan  biaya  yang  serendah rendahnya dan
dalam waktu yang secepat-cepatnya.
(5)  Pengendalian.

Aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas
pengawasan  harus  melakukan  pengendalian  agar  semua  tujuan
tersebut dapat tercapai.

e. Azas umum pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4, azas umum pengelolaan keuangan daerah

adalah sebagai berikut :

1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan,
kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

2) Pengeloaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system
yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Dalam peraturan Menteri Dalam negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman, Pengelolaan Keuangan Daerah, dijabarkan pengertian

tentang azas-azas umum pengelolaan keuangan daerah tersebut, adalah sebagai

berikut :

1) Tertib adalah keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan
tepat guna yang didukung dengan bukti – bukti administrasi yang
dapat dipertanggungjawabkan.

2) Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa
pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

3) Efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah
ditetapkan, yaitu dengan cara menbandingkan keluaran dan hasil.
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4) Efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan
masukan tertentu atau pengunaan masukan terendah untuk
mencapai ketentuan tertentu.

5) Ekonomis adalah pemerolehan masukan dengan kualitas dan
kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

6) Transparan adalah merupakan prinsip keterbukaan yang
memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan
akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

7) Bertanggungjawab adalah perwujudan kewajiban seorang untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber
daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya
dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.

8) Keadilan adalah keseimbangan distribusi hak dan kewajiban
berdasarkan pertimbangan yang objektif.

9) Kepatuhan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan
wajar dan propesional.

10) Manfaat adalah untuk masyarakat bahwa keuangan daerah
diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyakat.

2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

a. Definisi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Prosedur Akuntansi

Sistem akuntansi keuangan daerah menjelaskan serangkaian prosedur yang

saling berhubungan, yang digunakan sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh

yang ditunjukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan

yang akan digunakan pihak internal dan eksternal pemerintah daerah untuk

pengambilan keputusan ekonomi.

Prosedur yang dimaksud adalah proses pengindentifikasian, pengukuran,

pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) suatu organisasi. Proses

pengindentifikasian adalah pengindentifikasian ekonomi, agar dapat membedakan

mana transaksi yang bersifat ekonomi dan mana yang tidak. Pada dasarnya

transaksi ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang. Proses

selanjutnya adalah pengukuran transaksi ekonomi, yaitu dengan menggunakan

satuan uang. Proses tersebut menggunakan sistem pencatatan dan dasar akuntansi
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tertentu. Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang

merupakan hasil akhir proses akuntansi.

Menurut Permendagri No.59/2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan:

Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara
manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Menurut PP No.71/2010 pada lampiran I mengatakan bahwa:

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah rangkaian sistematik dari
prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan
fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan laporan keuangan
di lingkungan organisasi pemerintah.

Permendagri No.13/2006 menjelaskan bahwa sistem akuntansi pemerintah

pusat diatur dengan peraturan menteri keuangan yang mengacu pada pedoman

umum sistem akuntansi pemerintahan. Sedangkan sistem akuntansi keuangan

daerah diatur dengan peraturan gubernur/walikota/bupati yang mengacu pada

pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan. Pedoman umum sistem akuntansi

pemerintahan yaitu tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun dan

melaporkan pertangungjawaban pelaksanaan APBD tersebut secara periodik yang

meliputi:

1) Laporan realisasi anggaran;

2) Laporan operasional;

3) Laporan perubahan ekuitas;
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4) Neraca;

5) Catatan atas laporan keuangan.

Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Berdasarkan Permendagri No.13/2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi keuangan daerah

sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, Prosedur

akuntansi pengeluaran kas, Prosedur akuntansi aset tetap dan Prosedur akuntansi

selain kas.

b. Sistem dan prosedur pencatatan

1) Sistem Pencatatan

Sebelum era reformasi keuangan daerah, pengertian pencatatan dalam

akuntansi keuangan daerah selama ini adalah pembukuan. Padahal menurut

akuntansi pengertian demikian kurang tepat. Hal ini disebabkan akuntansi

menggunakan sistem pencatatan. Ada beberapa macam sistem pencatatan yang

dapat digunakan, yaitu sistem pencatatan single entry, double entry, dan triple

entry. Pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan tersebut. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa pembukuan merupakan bagian dari akuntansi.

Ada beberapa sistem pencatatan menurut Halim (2007:42) yaitu sebagai berikut:

a) Single Entry
Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku
tunggal atau pencatatan satu kali saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi
ekonomi hanya dengan mencatatnya satu kali.Sistem pencatatan single entry
ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yaitu sederhana dan mudah
dipahami. Tetapi, sistem ini juga memiliki kelemahan yaitu kurang bagus
untuk pelaporan dan sulit menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi.

b) Double Entry
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Sistem pencatatan double entry sering disebut juga dengan sistem tata buku
berpasangan, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat sebanyak
dua kali atau dikenal dengan istilah menjurnal. Sehingga membentuk suatu
pikiran dalam dua sisi berlawanan yaitu debit dan kredit secara berpasangan.
Dengan demikian, maka disetiap transaksi akan tercatat pada akun yang
tepat, karena masing-masing akun penyeimbang berfungsi sebagai media
cross check. Selain ketepatan dalam pencatatan akun, double entry juga
memiliki kemampuan untuk mencatat transaksi dalam jumlah nominal yang
akurat, karena jumlah sisi debit harus sama dengan jumlah sisi kredit.

c) Triple Entry
Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan
menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambahkan dengan
pencatatan pada buku anggaran. Oleh karena itu, sementara sistem
pencatatan double entry dilaksanakan, sub bagian pembukuan (bagian
keuangan) pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku
anggaran sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisi anggaran.

2) Prosedur Pencatatan

Menurut PP No.71/2010 serangkaian prosedur pencatatan pada akuntansi

pemerintahan terbagi ke dalam enam bagian yaitu pendapatan, belanja,

pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

a) Prosedur pencatatan akuntansi pendapatan
Transaksi pendapatan pada Pejabat Pengelolahan Keuangan Daerah (PPKD)
dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi ini dicatat harian pada saat
kas diterima oleh kas daerah atau pada saat menerima bukti transfer dari
pihak ketiga. Akuntansi pendapatan ini juga dilaksanakan berdasarkan asas
bruto.

b) Prosedur pencatatan akuntansi belanja
Transaksi belanja pada Pejabat Pengelolahan Keuangan Daerah (PPKD)
dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi ini dicatat saat pengesahan
SPJ bila menggunakan SP2D UP/GU/TU atau pada saat menerima SP2D LS
bila menggunakan LS. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas
bruto. Untuk transaksi belanja modal pencatatan dilakukan secara corollary,
yaitu dicatat dengan dua jurnal.

c) Prosedur Pencatatan Akuntansi Pembiayaan
Transaksi penerimaan pembiayaan dicatat dengan menggunakan asas bruto,
dan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah. Sedangkan transaksi
pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas
daerah.

d) Prosedur Pencatatan Akuntansi Aset
Prosedur pencatatan aset pada akuntansi Pejabat Pengelolahan Keuangan
Daerah (PPKD) lebih kepada pencatatan atas pengakuan aset yang muncul
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dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemeritah daerah.
Berdasarkan bukti yang ada fungsi akuntansi PPKD membuat bukti
memorial yang memuat informasi tentang jenis/nama aset, kode rekening
terkait, nilai aset, dan tanggal transaksi. Bukti memorial tersebut akan
dipakai sebagai dasar pencatatan jurnal awal oleh fungsi akuntansi PPKD.

e) Prosedur Pencatatan Akuntansi Kewajiban
Prosedur pencatatan kewajiban pada akuntansi Pejabat Pengelolahan
Keuangan Daerah (PPKD) lebih kepada pencatatan atas pengakuan
kewajiban yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah, pengakuan atas bagian lancar utang jangka panjang dan
pencadangan atas utang jangka pendek. Berdasarkan bukti yang ada fungsi
akuntansi PPKD membuat memorial yang memuat informasi tentang
sejenis/nama kewajiban, kode rekening terkait, nilai kewajiban, dan tanggal
transaksi. Bukti memorial tersebut akan dipakai sebagai dasar pencatatan
jurnal oleh fungsi PPKD.

f) Prosedur Pencatatan Akuntansi Ekuitas Dana
Prosedur pencatatan ekuitas dana pada akuntansi Pejabat Pengelolahan
Keuangan Daerah (PPKD) merupakan pencatatan atas pengakuan ekuitas
dana yang muncul dari transaksi investasi jangka panjang, kewajiban jangka
panjang beserta reklasifikasinya dan dana candangan yang dilakukan oleh
pemda.

c. Sistem Pengakuan (Dasar Akuntansi)

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas,

mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan

dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya

dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan

lainnya. Akuntansi didasarkan pada beberapa prinsip dasar akuntansi. Salah

satunya adalah matching principle (prinsip penandingan) yaitu menandingkan

pendapatan dengan beban yang timbul untuk memperoleh pendapatan.  Dalam

upaya menandingkan antara pendapatan dan beban, akuntansi dibagi menjadi atas

dua basis, yaitu basis aktual dan basis kas.

Pengertian pengakuan menurut PP No.71/2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) adalah:
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Proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau
peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang
melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan
pembiayaan, sebagaimana termuat dalam laporan keuangan entitas
pelaporan yang bersangkutan.

Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos

laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa yang terkait. Dari

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengakuan adalah penentuan kapan

suatu transaksi dicatat. Untuk dapat menentukan kapan suatu transaksi dicatat,

digunakan berbagai basis/dasar akuntansi atau sistem pencatatan. Adapun

beberapa basis atau dasar akuntansi adalah sebagai berikut:

1) Basis Kas

Basis kas menetapkan bahwa pengakuan/ pencatatan transaksi ekonomi

hanya dilakukan apabila transaksi belum menimbulkan perubahan pada

kas.Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas maka

transaksi tersebut tidak dicatat. Dalam lembaga pemerintahan yang relatif masih

kecil aktivitasnya tidak banyak serta tidak rumit, penerapan basis kas masih

dipandang wajar saat awal otonomi daerah. Namun, seiring berjalannya waktu

cash basis sudah tidak diterapkan lagi.

2) Basis Akrual

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa

lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi. Oleh karena itu,

transaksi-transaksi dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan

keuangan periode terjadinya. Cara pembukuan basis akrual membukukan

pendapatan pada saat timbulnya hak tanpa memperhatikan kapan penerimaannya

terjadi, sudah diterima ataupun sebelum, serta membukukan pembelanjaan pada
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saat kewajiban terjadi tanpa memperhatikan kapan pembayaran dilaksanakan.

Basis akrual ini akan mencakup pencatatan terhadap transaksi yang terjadi di

masa lalu dan berbagi hak dan kewajiban di masa yang akan datang. Basis akrual

akan meliput semua aktivitas dibandingkan dengan basis kas.

3) Basis Kas Modifikasian

Basis kas modifikasian merupakan kombinasi kas dengan basis akrual.

Jadi, penerapan basis akuntansi ini menuntut bendahara pengeluaran mencatat

transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian

pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

4) Basis Akrual Modifikasian

Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis

kas untuk transaksi-transaksi tertentu dengan menggunakan basis akrual sebagai

besar transaksi. Pembatasan penggunaan basis akrual dilandasi dengan

pertimbangan kepraktisan.

B. Hasil Penelitian yang Relavan

Banyak penelitian yang telah dilakukanguna mencari faktor-faktor yang

mempengaruhi akuntabilitas keuangan. Penelitian yang telah Kurnia (2013)

dengan menguji pengaruh sistem  akuntansi  keuangan  daerah dan kualitas

aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas  keuangan. Hasil  analisis  data

menunjukkan  bahwa:  (1)  P enerapan sistem  akuntans keuangan  daerah

berpengaruh  signifikan  positif  terhadap akuntabilitas  keuangan daerah  Propinsi

Sumatera Barat, dan  (2)  Kualitas aparatur pemerintah  berpengaruh  signifikan

positif  terhadap  akuntabilitas  keuanganPropinsi Sumatera Barat.
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Penelitian yang dilakukan oleh Soleha, Nurhayati (2014) menganalisis

pengaruh implementasi sistem keuangan daerah dan aktivitas pengendalian

terhadap akuntabilitas keuangan. Metode yang dipergunakan ialah metode survey

eksplanatori. Metode analisis yang digunakan ialah analisis jalur. Hasil yang ada

menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan daerah dan aktivitas

pengendalian memberikan pengaruh simultan yang positif dan signifikan yaitu

mencapai 55,20% terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil kedua menunjukkan

bahwa implementasi sistem keuangan daerah memberikan pengaruh yang positif

dan signifikan mencapai 20,05% atas akuntabilitas keuangan. Hasil yang ketiga

menunjukkan implementasi aktivitas pengendalian memberikan pengaruh yang

positif dan signifikan mencapai 35,15% atas akuntabilitas keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Erryana dan Hendri (2016) tentang

determinan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. hasil penelitian

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari kemandirian

daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah se-jawa

tengah, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari ketergantungan daerah

terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah se-jawa tengah,

tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari belanja operasional daerah terhadap

akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah se-jawa tengah, terdapat

pengaruh positif yang signifikan dari belanja modal daerah terhadap akuntabilitas

pelaporan keuangan pemerintah daerah se-jawatengah dan terdapat pengaruh

negatif yang signifikan dari status daerah terhadap akuntabilitas pelaporan

keuangan pemerintah daerah se-jawa tengah.
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Penelitian yang dilakukan oleh Anandita (2015) tentang pengaruh

penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap akuntabilitas

laporan keuangan pada pemerintahan kota Bandung. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan

Akuntabilitas Laporan keuangan di Pemerintah Kota Bandung sudah dilaksanakan

dengan baik dan memadai. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

(SAKD) berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan dan memiliki

hubungan yang kuat. Pemerintah Daerah perlu mengevaluasi dan meningkatkan

penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah agar dapat meningkatkan mutu

pengawasan serta dapat memberikan informasi keuangan yang akuntabel yang

dibutuhkan oleh pengguna informasi laporan keuangan.
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C. Definisi operasional variabel

Sistem  akuntansi keuangan daerah yang dimaksudkan dalam penelitian ini

adalah merupakan serangkaian prosedur yang terdiri dari pencatatan,

penggolongan dan pengikhtisran serta pelaporan yang saling berhubungan yang

disusun  sesuai  dengan  suatu  skema  yang  menyeluruh  yang  ditinjau  untuk

menghasilkan  informasi  dalam  bentuk  laporan  keuangan  yang  akan

digunakan oleh  pihak  internal  dan  pihak  eksternal  pemerintah  daerah  untuk

mengambil keputusan ekonomi. Adapun indikator sistem akuntansi keuangan

daerah termuat dalam permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pecatatan, pengikhtisaran dan pelaporan.

Ketiga indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pencatatan

Pencatatan merupakan bagian dari pengiktisaran dan pengukuran

dalam bentuk bukti transaksi yang dicatat dalam buku harian atau jurnal

kemudian diposting ke dalam akun buku besar berdasarkan kelompok atau

sejenisnya.

2. Pengikhtisaran

Proses pengikhtisaran merupakan penyusunan neraca saldo

berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi, pembuatan

ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode

yang belum menyajikan informasi up to date, penyusunan kertas kerja atau

neraca lajur yang merupakan alat pembantu penyusuan laporan keuangan,

pembuatan neraca saldo setelah penutupan dan yang terakhir adalah
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pembuatan ayat jurnal pembalik apabila diperlukan setelah pembuatan

neraca saldo setelah penutupan.

3. Pelaporan

Setelah semua proses diatas selesai maka akan didapat laporan

keuangan.  Laporan  keuangan  tersebut  berupa  laporan  realisasi

anggaran, neraca,  laporan  arus  kas  dan  catatan  atas  laporan  keuangan.

Laporan keuangan  disusun  untuk  menyediakan  informasi  yang  relevan

mengenai posisi  keuangan  dan  seluruh  transaksi  yang  dilakukan  oleh

suatu  entitas selama  satu  periode  pelaporan.  Laporan  keuangan

tersebut  oleh  bagian keuangan  akan  dilaporkan  kepada  pihak-pihak

yang  memerlukannnya. Pihak-pihak yang memerlukannnya antara lain:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD), Badan  Pengawasan

Keuangan,  investor,  kreditor, donator,  analisis  ekonomi, pemerhati

pemerintah  daerah, rakyat, Pemerintah Daerah lain dan Pemerintah Pusat

yang semuanya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Pada  tabel 1. dapat  dilihat  ringkasan  definisi  operasional variabel yang

digunakan dalam penelitian ini :
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Tabel 1.

Defenisi Opersional

Variabel Indikator
Skala

Pengukuran
Sumber

1 2 4 5
Variabel

Sistem
Akuntansi
Keuangan
Daerah

PENCATATAN
 Bukti transaksi / pencatatan
 Jurnal
 Buku besar

PENGIKHTISARAN
 Neraca Saldo Sebelum

Penyesuaian
 Ayat atau jurnal

penyesuaian
 Kertas kerja atau neraca

lajur
 Neraca Saldo setelah

penutupan
 Ayat Jurnal Pembalik

PELAPORAN
 Laporan realisasi anggaran,

neraca dan catatan atas
laporan keuangan.

Ordinal
(Likert
Scale 5
Poin)

Permendagri
Nomor 59
Tahun 2007,
Afifah  (2009
: 15), dan
Putri, Ansella
(2015, 63)

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi

keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang. Dalam

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

dikemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari pecatatan,

pengikhtisaran dan pelaporan. Untuk lebih jelas berikut digambarkan rerangka

penelitian untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang

dibahas. Adapun rerangka pemikiran penelitian ini digambarkan pada model

berikut ini:
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Gambar 1.
Kerangka Pikir

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, Afifah  (2009 : 15), dan Putri, Ansella
(2015, 63)

SISTEM AKUNTANSI

KEUANGAN DAERAH

PENCATATAN

 Bukti transaksi /
pencatatan

 Jurnal

 Buku besar

PENGIKHTISARAN
 Neraca Saldo Sebelum

Penyesuaian

 Ayat atau jurnal
penyesuaian

 Kertas kerja atau neraca
lajur

 Neraca Saldo setelah
penutupan

 Ayat Jurnal Pembalik

PELAPORAN
 Laporan realisasi anggaran
 Neraca
 Catatan atas laporan

keuangan



33

E. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana sistem akuntansi keuangan daerah (SKAD) dari segi penctatan

pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang?

2. Bagaimana sistem akuntansi keuangan daerah (SKAD) dari segi

pengikhtisaran  pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang?

3. Bagaimana sistem akuntansi keuangan daerah (SKAD) dari segi

pelaporan  pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang?
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BAB III

DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif menekankan pada

pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan

angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro,

1999:12). Berdasarkan karasteristik masalah penelitian maka diklasifikasikan

kedalam penelitian deskriptif yang merupakan penelitian terhadap masalah-

masalah berupa fakta saat ini dari suatu populasi.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten

Enrekang.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan November 2017.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian survei, yakni penelitian yang

mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai instrument

utama dalam pengumpulan data.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek

yang akan menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut

Sugiyono (2011:117). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai
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pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang yang berjumlah

56 orang

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut menurut Sugiyono (2011:118). Pengambilan sampel atas

responden dilakukan secara purposive sampling. Purposive sampling adalah

pemilihan sampel berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota

sampel yang disesuaikan dengan maksud peneliti (Kuncoro, 2014). Sampel dipilih

berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. Adapun

jumlah sampel dalam penelitian ini 56 sampel terdiri dari 1 kuasa pengguna

anggaran, 1 pejabat peñata usaha keuangan, 35 pejabat pelaksana tekhnis

kegiatan, 1 kabag keuangan, 18 staf. Kriteria sampel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah:

1. Responden penelitian adalah seluruh pegawai pengelola keuangan  di

Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.

2. Responden adalah pengguna  anggaran,  kuasa  pengguna anggaran,

pejabat penatausahaan  keuangan SKPD, pejabat pelaksana  teknis

kegiatan dan  bendahara,  dengan  pertimbangan berkaitan  langsung

dengan  pengelolaan keuangan dan terlibat langsung secara teknis

terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  subyek,

yaitu  data yang  berupa  opini,  sikap,  pengalaman  atau  karakterisktik  dari

seseorang  atau kelompok orang  yang  menjadi  subyek penelitian  (responden).

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer,

yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui

perantara media). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk

menjawab pertanyaan penelitian.Data primer dapat berupa opini subjek (orang)
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secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik),

kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Data primer ini berasal dari jawaban

responden atas kuesioner  yang  dibagikan kepada pegawai pada Sekretariat

Daerah Kabupaten Enrekang yang memenuhi kriteria sampel.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data secara umum menggunakan kuesioner dari

sumber primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data pada

pengumpul data (Sugiyono, 2011:308) untuk diperoleh data yang relevan, dapat

dipercaya, obyektif  dan dapat dijadikan landasan dalam proses analisis. Prosedur

pengumpulan tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai variabel

penelitian, adapun beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut :

1. Kuesioner

Melakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner

yang berisi pertanyaan tertulis tentang masalah yang diteliti untuk diisi

oleh responden dengan jawaban yang sebenar-benarnya demi

keakuratan data.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan

keterangan-keterangan secara lisan melalui percakapan langsung

dengan peneliti dan informan yang telah ditetapkan.

3. Observasi

Observasi dilakukan terhadap penerapan sistem akuntansi

keuangan daerah pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang

.
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4. Telaah Dokumen

Telaah dokumen merupakan pengumpulan data dengan

mempelajari dan menelaah data-data yang diperoleh dari Sekretariat

Daerah yang relevan dengan substansi penelitian. Selain itu, peneliti

juga melakukan penelusuran teori melalui buku-buku, laporan, jurnal

atau tulisan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan masalah yang

diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kuesioner

Peneliti menggunakan bentuk kuesioner tertutup yaitu angket yang

disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden tinggal

memberikan tanda centang (V) pada kolom atau tempat yang sesuai.

Menurut Riduwan (2002:2) kelebihan dari model tertutup adalah

responden mudah dalam memberikan penilaian, mudah dalam

pemberian kode dan responden tidak perlu menulis lebih banyak.

Penelitian ini menggunakan skala likert satu sampai lima.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara yang dimaksud berupa pedoman berisi

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan penelitian

dalam hal ini kepada pegawai yang mengelola keuangan di Sekretariat

Daerah Kabupaten Enrekang.
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3. Pedoman Observasi

Pedoman observasi digunakan agar peneliti dapat melakukan

pengamatan sesuai dengan tujuan penelitian. Pedoman observasi

disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama

wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau setting wawancara,

serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan informan yang muncul

pada saat berlangsungnya wawancara.

4. Pedoman Telaah Dokumen

Pedoman telaah dokumen yang dimaksud berupa data-data yang

diperoleh dari Sekretariat Daerah yang relevan dengan substansi

penelitian seperti buku-buku, laporan, jurnal atau tulisan ilmiah yang

mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti di Sekretariat

Daerah Kabupaten Enrekang.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan

yang ada adalah metode deskriptif kuantitatif untuk mendeskripsikan data

dalam bentuk tabulasi data sehingga lebih bermakna dan lebih mudah

dipahami, untuk dapat melihat bagaimana sistem akuntansi keuangan

daerah dengan menggunakan indikator pencatatan, pengikhtisaran dan

pelaporan dengan menggunakan instrument pengukuran skala likert.

2. Analisis Data

Teknis analisis data dilakukan setelah dilakukan pengumpulan

data-data hasil kuesioner yang diberikan kepada responden, sehingga
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didapatkan penilaian-penilaian sesuai dengan skala yang digunakan yaitu

skala rating atau rating scale. Skala rating digunakan untuk mendapatkan

data kualitatif dari data kuantitatif yakni berupa angka-angka yang telah

ditafsirkan. Sedangkan informasi hasil wawancara dan observasi akan

digunakan sebagai bahan penunjang dalam penggambaran hasil analisis

data kuantitatif dari kuesioner.

Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

P = F/n  x 100% di mana :P= Persentase

F =Frekuensi

N = Jumlah responden

Untuk mendapatkan nilai/scoring maka digunakan rumus S x F, di mana F

adalah Frekuensi dan S adalah Skor jawaban, di mana terlihat pada tabel.

Tabel 1.
Skala pengukuran kualitas pelayanan menggunakan Skala Liker

No Ukuran Responden Skor

1 Sangat Setuju 5
2 Setuju 4
3 Cukup Setuju 3
4 Kurang Setuju 2
5 Tidak Setuju 1

Jika dalam bentuk interval, maka terlihat sebagaimana berikut :

Tidak Setuju Kurang Setuju Cukup Setuju Setuju Sangat Setuju

1 1.8 2.6                    3.4                      4.2                          5
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Singkat Lokus / Objek Penelitian

1. Dasar Hukum Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang merupakan bagian dari

Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dan merupakan unsur penunjang

yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah Terbentuk

berdasarkan Undang – Undang  23 Tahun  2014 tentang Pemerintahan

Daerah yang diubah menjadi PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah dan menetapkan Peraturan Pemerintah bahwa Sekretariat Daerah

adalah Tipe A, selanjutnya Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 3

tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang mempunyai tugas dan

kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan

mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2. Fungsi Sekretariat Daerah

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi sekretariat daerah

adalah sebagai berikut:
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a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah Daerah

Kabupaten Enrekang.

b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan.

c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana

pemerintahan daerah Kabupaten Enrekang.

d. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan

menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta

memantapkan perkembangan penyelenggaraan pembinaan

kemasyarakatan.

e. Pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta

memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh

perangkat daerah.

f. Pengkoordinasian perumusan peraturan perudang-undangan dan

pembuatan hukum menyangkut tugas pokok pemerintahan di

daerah dan penyusunan anggaran.

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kab. Enrekang
a. Visi

Visi Sekretariat Daerah adalah terwujudnya sistem administrasi

pemerintahan daerah yang handal menuju enrekang yang maju aman dan

sejahtera.

b. Misi

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi

(Instansi Pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil
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dengan baik. Dengan pernyataan misi yang ditetapkan ini, diharapkan

seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi

Pemerintah tersebut dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya lebih

dalam.

Untuk mewujudkan visi di atas, Sekretariat Daerah menetapkan 2 (dua )

misi sebagai berikut :

1) Membangun sistem administrasi pemerintahan daerah yang handal

demokratik, profesional, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap

terhadap aspirasi masyarakat.

2) Memberdayakan sumber daya manusia aparatur dalam rangka

penerapan disiplin kerja, pelayanan prima yang berkualitas disetiap

jenjang organisasi perangkat daerah.

4. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Enrekang

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah, Dan Staf Ahli Kabupaten Enrekang. Sekertariat Daerah

Kabupaten Enrekang memiliki susunan pejabat struktural organisasi

dengan fungsi serta tugas sebagai berikut :
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :

1) Bagian  Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah;

a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Pertanahan.

b) Sub Bagian Adm Pemerintahan Kec/Kelurahan dan

Tugas Pembantuan

c) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama

2) Bagian Humas
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a) Sub Bagian Protokol

b) Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi

c) Sub Bagian Persandian

3) Bagian Hukum;

a) Sub Bagian Perundang-Undangan

b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM

c) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum

4) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;

a) Sub Bagian Fasilitasi Pengembangan Pendidikan,

Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

b) Sub Bagian Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan

Rakyat dan Kemasyarakatan.

c) Sub Bagian Fasilitasi Pengembangan Kehidupan

Keagamaan.

b. Asisten Perekonomian dan Adm Pembangunan

1) Bagian Perekonomian dan Adm Pembangunan

a) Sub Bagian Adm Pembangunan.

b) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

c) Sub Sub Bagian Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi.

2) Bagian  Layanan Pengadaan

a) Sub Bagian Adm Sistem Informasi Pengadaan

b) Sub Bagian Registrasi dan Verifikasi

c) Sub Bagian Fasilitasi Pelayanan Pengadaan

3) Bagian Adm Sumber Daya Alam
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a) Sub Bagian Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan

Pangan

b) Sub Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan dan

ESDM

c) Sub Bagian Peternakan dan Perikanan.

c. Asisten Administrasi Umum

1) Bagian Keuangan

a) Sub Bagian Anggaran

b) Sub Bagian Akuntasi dan Pelaporan

c) Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan

2) Bagian Aset

a) Sub Bagian Analisa Kebutuhan

b) Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan

c) Sub Bagian Pemanfaatan, Pengawasan dan

Pengendalian

3) Bagian Umum

a) Sub Bagian Tata Usaha dan Adm Pimpinan

b) Sub Bagian Rumah Tangga

c) Sub Bagian Perlengkapan

4) Bagian Organisasi dan Tatalaksana

a) Sub Bagian Kelembagaan, Analisis Formasi dan

Jabatan

b) Sub Bagian Ketatalaksanaan

c) Sub Bagian Akuntabilitas dan Pelayanan Publik.
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Dari Susunan Organisasi diatas memiliki fungsi dan tugas sebagai

berikut :

a. Sekretaris Daerah

Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, mempunyai

tugas memimpin Sekretariat Daerah dalam hal melaksanakan tugas dan kewajiban

membantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkordinasikan dinas daerah

dan lembaga teknis daerah serta melaksanakan tugas sesuai petunjuk peraturan

perundang - undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris

Daerah mempunyai fungsi :

1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintahan Daerah

Kabupaten Enrekang.

2) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan,

3) Pengelolaan Sumber Daya Aparatur, keuangan, prasarana dan

sarana pemerintahan daerah Kabupaten Enrekang.

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dipimpin oleh seorang

asisten mempunyai tugas membina dan mengkordinasikan bagian – bagian

lingkup tugasnya serta mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan

serta pelayanan administrasi bidang pemerintahan dan kesejehteraan rakyat;

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas asisten pemerintahan dan

kesejahteraan rakyat mempunyai fungsi :

1) Penyusunan kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan

rakyat
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2) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan bidang pemerintahan dan

kesejahteraan rakyat;

3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang

pemerintahan dan kesejahteraan

c. Asisten Perekonomian dan Adm Pembangunan

Asisten perekonomian dan administrasi Pembangunan dipimpin oleh

seorang asisten, mempunyai tugas membina dan mengkordinasikan bagian –

bagian lingkup tugasnya serta mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan

kebijakan sertapelayanan administrasi bidang perekonomian dan pembangunan

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, asisten perekonomian

dan pembangunan mempunyai fungsi :

1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi

bidang pembangunan.

2) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi

bidang pengembangan sumber daya alam.

3) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi

bidang perekonomian.

d. Asisten Administrasi Umum

Asisten administrasi umum dipimpin oleh seorang asisten,

mempunyai tugas membina dan mengkordinasikan bagian – bagian lingkup

tugasnya serta mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan serta

pelayanan administrasi bidang administrasi umum. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud diatas asisten administrasi umum mempunyai fungsi :
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1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi

hukum dan Perundang - Undangan ;

2) Penyelenggaraan perumusan kebijakan pelayanan administrasi

umum;

3) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi

pengelolaan keuangan;

4) Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi

pembinaan dan pengembangan organisasi dan tatalaksana.

B. Karakteristik Responden

Jumlah pegawai yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah

sebanyak 56 orang yang ditemui selama kurang lebih satu bulan lamanya

penelitian. Berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan dan diisi oleh

responden dapat diidentifikasi karakteristik responden dalam penelitian ini

berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan golongan.

Secara rinci karakteristik responden atau pegawai pada kantor

sekretariat daerah kabupaten Enrekang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, tabel dibawah ini menunjukkan bahwa

responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu

sebanyak 35 responden (62,5%) dan yang berjenis kelamin perempuan

sebanyak 21 responden (37,5%).

Tabel 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%)
Laki-laki 35 62,5%

Perempuan 21 37,5%
Total 56 100%

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah
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2. Usia

Berdasarkan usia responden, tabel berikut menunjukkan bahwa

responden dalam penelitian ini sebagian besar berumur antara 36-45 tahun

yaitu sebanyak 27 responden (48,21%), dilanjutkan dengan umur antara 26-

35 tahun sebanyak 12 responden (21,43%), serta berumur lebih dari 45 tahun

sebanyak 17 responden (30,36%) Sedangkan, responden yang berumur

kurang dari 25 tidak terdapat dalam penelitian ini.

Tabel 4
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia (Tahun) Frekuensi Persentase (%)
<25 - -

26-35 12 21,43 %
36-45 27 48,21 %
45> 17 30,36 %

Total 56 100 %
Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

3. Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, tabel berikut menujukkan bahwa

responden dalam penelitian ini sebagian besar telah menempuh pendidikan S-

1 yaitu sebanyak 30 responden (53,56%), pendidikan S-2 sebanyak 15

responden (26,78%), pendidikan D-3 sebanyak 1 responden (1,8%).

Sedangkan responden dengan tingkat pendidikan SMU/SMK 10 responden

(17,86%), S-3 tidak terdapat dalam  penelitian ini.
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Tabel 5
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase (%)
SMU/SMK 10 17,86 %

D-3 1 1,8 %
S-1 30 53,56%
S-2 15 26,78%
S-3 - -

Total 56 100 %
Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

4. Pangkat / golongan

Berdasarkan tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa sebagian besar

responden dalam penelitian ini terdiri dari golongan III dengan jumlah

responden 38 (67,86%), golongan IV dengan 9 responden (16,07%) serta

golongan II dengan 9 responden (16,07%)

Tabel  6
Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan

Golongan Frekuensi Persentase (%)
IV 9 16,07%
III 38 67,86%
II 9 16,07%

Total 56 100 %
Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

C. Deskripsi Data dan Analisis Data

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Enrekang. Dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  dikemukan bahwa sistem akuntansi

keuangan daerah terdiri dari pecatatan, pengikhtisaran dan pelaporan.

Adapun hasil perhitungan yang didukung oleh wawancara dari resonden dan

informan dapat dilihat dari penjelasan berikut ini :
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1. Pencatatan

Pencatatan yang dimaksud merupakan bagian  dari

pengiktisaran dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi yang

dicatat dalam buku harian atau jurnal kemudian diposting ke dalam

akun buku besar berdasarkan kelompok atau sejenisnya. Untuk

mengetahui bagaimana pencatatan pada Sekretariat Daerah Kab.

Enrekang dapat dilihat pada uraian berikut :

Tabel  7
Pernyataan Responden Mengenai Analisis Transaksi / Identifikasi Transaksi

Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang

Uraian Bobot Nilai
(F)

Persentase Bobot x Nilai Persentase
Nilai Skor

Sangat Setuju 5 46 82,14 % 230

270 / 56 = 4,82
(Sangat Baik)

Setuju 4 10 17.86% 40
Netral 3
Kurang Setuju 2
Tidak Setuju 1
Jumlah 56 100% 270
Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 56 responden, 46 orang

responden atau 82,14% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 10 orang

responden atau 17, 86%,  serta responden yang memilih netral, kurang setuju

dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalis bahwa

pernyataan responden mengenai analisis transaksi atau identifikasi pada

setiap transaksi keuangan pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang termasuk

dalam kategori sangat baik.. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata

dari keseluruhan responden sebesar 4,82.
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Tabel 8
Pernyataan Responden Mengenai Bukti Transaksi pada Tiap Transaksi

Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang

Uraian Bobot
Nilai
(F) Persentase Bobot x Nilai

Persentase
Nilai Skor

Sangat Setuju 5 50 89,28 % 250

274 / 56 = 4,89
(Sangat Baik)

Setuju 4 6 10.72% 24
Netral 3
Kurang Setuju 2
Tidak Setuju 1
Jumlah 56 100% 274
Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 56 responden, 50 orang

responden atau 89,28% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 6 orang

responden atau 10, 72%,  serta responden yang memilih netral, kurang setuju

dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalis bahwa

pernyataan responden mengenai bukti transaksi sebagai pendukung pada tiap

transaksi keuangan pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang termasuk dalam

kategori sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari

keseluruhan responden sebesar 4,89.

Tabel 9
Pernyataan Responden Mengenai Pengklasifikasian Transaksi Keuangan

Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang

Uraian Bobot
Nilai
(F) Persentase Bobot x Nilai

Persentase
Nilai Skor

Sangat Setuju 5 47 83,93 % 235

274 / 56 = 4,84
(Sangat Baik)

Setuju 4 9 16.07% 36
Netral 3
Kurang Setuju 2
Tidak Setuju 1
Jumlah 56 100% 271
Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 56 responden, 47 orang

responden atau 83,93% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 9 orang

responden atau 16, 07%,  serta responden yang memilih netral, kurang setuju
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dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalis bahwa

pernyataan responden mengenai pengklasifikasian teradap transaksi keuangan

yang terjadi pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang termasuk dalam kategori

sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan

responden sebesar 4,84.

Tabel 10

Pernyataan Responden Mengenai Pencatatan Secara Kronologis Transaksi
Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang

Uraian Bobot Nilai
(F)

Persentase Bobot x Nilai Persentase
Nilai Skor

Sangat Setuju 5 46 82,14 % 230

268 / 56 = 4,78
(Sangat Baik)

Setuju 4 8 14.29% 32
Netral 3 2 3,57 % 6
Kurang Setuju 2
Tidak Setuju 1
Jumlah 56 100% 268
Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 56 responden, 46 orang

responden atau 82,14% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 8 orang

responden atau 14, 29%,  serta responden yang memilih netral sebanyak 2

orang responden atau 3,57%. Responden yang memilih kurang setuju dan

tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalis bahwa

pernyataan responden mengenai pencatatan secara kronologis transaksi

keuangan pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang termasuk dalam kategori

sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan

responden sebesar 4,78.
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Tabel 11
Pernyataan Responden Mengenai Pengklasifikasian Transaksi Keuangan

Sesuai dengan Pos - Posnya Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang

Uraian Bobot
Nilai
(F) Persentase Bobot x Nilai

Persentase
Nilai Skor

Sangat Setuju 5 48 85,71 % 240

271 / 56 = 4,84
(Sangat Baik)

Setuju 4 7 12.5% 28
Netral 3 1 1,79% 3
Kurang Setuju 2
Tidak Setuju 1
Jumlah 56 100% 271
Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 56 responden, 48 orang

responden atau 85,71% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 7 orang

responden atau 12, 5%,  serta responden yang memilih netral sebanyak 1

orang responden atau 1,79%. Responden yang memilih kurang setuju dan

tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalis bahwa

pernyataan responden mengenai pengklasifikasian transaksi keuangan sesuai

dengan pos – posnya pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang termasuk dalam

kategori sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari

keseluruhan responden sebesar 4,84.

Adapun pernyataan responden mengenai sub variabel pencatatan pada

kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

:
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Tabel 12
Rekapitulasi Pernyataan Responden Mengenai Sub Variabel Pencatatan

Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang
NO Pernyataan Total Skor Keterangan

1
Setiap transaksi keuangan pada kantor
sekretariat daerah ini dilakukan dengan
analisis transaksi / identifikasi transaksi

4,82 Sangat Baik

2
Setiap transaksi keuangan pada kantor
sekretariat daerah ini didukung oleh bukti
transaksi.

4,89 Sangat Baik

3
Pada kantor sekretariat daerah ini
dilakukan Pengklasifikasian terhadap
transaksi yang terjadi.

4,84 Sangat Baik

4
Pada kantor sekretariat daerah ini semua
transaksi keuangan dilakukan pencatatan
secara kronologis.

4,78 Sangat Baik

5
Pada kantor sekretariat daerah ini
dilakukan klasifikasi atau transaksi sesuai
dengan pos-pos semestinya

4,84 Sangat Baik

Jumlah 24,17
24,17 / 5 = 4, 83 (Sangat Baik)

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Dari tabel 12 diatas dapat kita lihat bahwa nilai rata – rata hasil penelitian

responden terhadap sub variabel pencatatan pada kantor Sekretariat Daerah Kab.

Enrekang dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebesar 4,

83. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sub variabel

pencatatan pada kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang termasuk dalam

interval sangat baik. Hal tersebut sesuai dengan jawaban atas perrnyataan yang

diberikan kepada 56 respoden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Adapaun

bukti pencatatan yang dikumpulkan dari hasil observasi dapat dilihat pada gambar

berikut :
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Gambar 2
Aktifitas Pencatatan

Pada gambar diatas terlihat bahwa transaksi keuangan pada kantor

Sekretariat Daerah Kab. Enrekang dicatat dalam buku harian atau jurnal yang
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kemudian diposting dalam buku besar berdasarkan kelompok atau sejenisnya.

Selanjutnya setiap transaksi keuangan pada kantor Sekretariat Daerah Kab.

Enrekang didukukung oleh bukti transaksi, yang dibuktikan dengan gambar

berikut :

Gambar 3
Bukti Transaksi
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Gambar diatas merupakan gambaran yang mewakili aktifitas

runititas bagian keuangan yang telah menerapkan salah satu dari

indikator sistem  akuntansi keuangan daerah yaitu pencatatan.

2. Pengikhtisaran

Proses pengikhtisaran merupakan penyusunan neraca saldo

berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi, pembuatan

ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir

periode yang belum menyajikan informasi up to date, penyusunan

kertas kerja atau neraca lajur yang merupakan alat pembantu

penyusuan laporan keuangan, pembuatan neraca saldo setelah

penutupan dan yang terakhir adalah pembuatan ayat jurnal pembalik

apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan.

Untuk mengetahui bagaimana pengikhtisaran pada Sekretariat Daerah

Kab. Enrekang dapat dilihat pada uraian berikut :

Tabel  13
Pernyataan Responden Mengenai Penyususnan Neraca Saldo Berdasarkan

Akun Buku Besar Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang

Uraian Bobot Nilai
(F)

Persentase Bobot x Nilai Persentase
Nilai Skor

Sangat Setuju 5 5 8,93 % 25

226 / 56 = 4,03
(Baik)

Setuju 4 48 85.71% 192
Netral 3 3 5,36% 9
Kurang Setuju 2
Tidak Setuju 1
Jumlah 56 100% 226
Sumber: Data primer tahun 2017, diolah
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Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 56 responden, 5 orang responden

atau 8,93% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 48 orang responden atau

85,71%, serta responden yang memilih netral 3 orang responden atau 5,36%,

kurang setuju dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalis

bahwa pernyataan responden mengenai mengenai penyususnan neraca saldo

berdasarkan akun buku besar pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang termasuk

dalam kategori baik.. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari

keseluruhan responden sebesar 4,03.

Tabel 14
Pernyataan Responden Mengenai Pembuatan Ayat Jurnal Penyesuaian Pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang

Uraian Bobot Nilai
(F)

Persentase Bobot x Nilai Persentase
Nilai Skor

Sangat Setuju 5

218 / 56 = 3,89
(Baik)

Setuju 4 50 89,29% 200
Netral 3 6 10,71% 18
Kurang Setuju 2
Tidak Setuju 1
Jumlah 56 100% 218
Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 56 responden, 0% responden

memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 50 orang responden atau 89, 29%,

serta responden yang memilih netral sebanyak 6 orang responden atau

10,71%, kurang setuju dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut

dapat dianalis bahwa pernyataan responden mengenai pembuatan ayat jurnal

penyesuaian untuk menyajiakan data up to date pada Sekretariat Daerah Kab.

Enrekang termasuk dalam kategori baik.. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai

rata – rata dari keseluruhan responden sebesar 3,89.



60

Tabel 15
Pernyataan Responden Mengenai Pembuatan Neraca Lajur Pada Akhir

Periode Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang

Uraian Bobot
Nilai
(F) Persentase Bobot x Nilai

Persentase
Nilai Skor

Sangat Setuju 5 48 85,71 % 240

272 / 56 = 4,86
(Sangat Baik)

Setuju 4 8 14.29% 32
Netral 3
Kurang Setuju 2
Tidak Setuju 1
Jumlah 56 100% 272
Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 56 responden, 48 orang

responden atau 85,71% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 8 orang

responden atau 14, 29%,  serta responden yang memilih netral, kurang setuju

dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalis bahwa

pernyataan responden mengenai pembuatan neraca lajur pada akhir periode

pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang termasuk dalam kategori sangat baik..

Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan responden

sebesar 4,86.

Tabel 16
Pernyataan Responden Mengenai Pembuatan Ayat Jurnal Penutup Pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang

Uraian Bobot
Nilai
(F) Persentase Bobot x Nilai

Persentase
Nilai Skor

Sangat Setuju 5 4 7,14 % 20

223 / 56 = 3,98
(Baik)

Setuju 4 47 83.93% 188
Netral 3 5 8,93 % 15
Kurang Setuju 2
Tidak Setuju 1
Jumlah 56 100% 223
Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 56 responden, 4 orang

responden atau 7,14% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 47 orang
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responden atau 83, 93%,  serta responden yang memilih netral sebanyak 5

orang responden atau 8,93%. Responden yang memilih kurang setuju dan

tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalis bahwa

pernyataan responden mengenai pembuatan ayat jurnal penutup sehingga

akun nominal menjadi nol pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang termasuk

dalam kategori baik.. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari

keseluruhan responden sebesar 3,98.

Tabel 17
Pernyataan Responden Mengenai Neraca Saldo Setelah Penutupan Pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang

Uraian Bobot
Nilai
(F) Persentase Bobot x Nilai

Persentase
Nilai Skor

Sangat Setuju 5 4 7,14 % 20

222 / 56 = 3,96
(Baik)

Setuju 4 46 82.14% 184
Netral 3 6 10,72% 18
Kurang Setuju 2
Tidak Setuju 1
Jumlah 56 100% 222
Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 56 responden, 4 orang

responden atau 7,14% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 46 orang

responden atau 82, 14%,  serta responden yang memilih netral sebanyak 6

orang responden atau 10,72%. Responden yang memilih kurang setuju dan

tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalis bahwa

pernyataan responden mengenai pembuatan neraca saldo setelah penutupan

yang berisi daftar akun riil pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang termasuk

dalam kategori baik.. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari

keseluruhan responden sebesar 3,96.
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Tabel 18
Pernyataan Responden Mengenai Ayat Jurnal Pembalik Setelah Penutupan

Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang

Uraian Bobot
Nilai
(F) Persentase Bobot x Nilai

Persentase
Nilai Skor

Sangat Setuju 5 9 16,07 % 45

226 / 56 = 4,03
(Baik)

Setuju 4 40 71.43% 160
Netral 3 7 12,5% 21
Kurang Setuju 2
Tidak Setuju 1
Jumlah 56 100% 226
Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 56 responden, 9 orang

responden atau 16,07% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 40 orang

responden atau 71, 43%,  serta responden yang memilih netral sebanyak 7

orang responden atau 12,5%. Responden yang memilih kurang setuju dan

tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalis bahwa

pernyataan responden mengenai pembuatan ayat jurnal pembalik setelah

penutupan pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang termasuk dalam kategori

baik.. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan

responden sebesar 4,03.

Adapun pernyataan responden mengenai sub variabel pencatatan pada

kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel 19
Rekapitulasi Pernyataan Responden Mengenai Sub Variabel Pengikhtisaran

Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang
NO Pernyataan Total Skor Keterangan

1
Setiap akhir periode disusun neaca saldo
berdasarkan akun buku besar

4,03 Baik

2

Pembuatan ayat jurnal penyesuaian pada
akhir periode apabila ada akun-akun
tertentu yang belum menyajikan data up to
date.

3,89 Baik

3
Setiap akhir periode sekretariat daerah ini
membuat kertas kerja atau neraca lajur.

4,86 Sangat Baik

4
Pembuatan Ayat jurnal penutup sehingga
akun nominal menjadi nol

3,98 Baik

5
Pada kantor sekretariat daerah ini dibuat
neraca saldo setelah penutupan yang berisi
daftar akun riil.

4,96 Sangat Baik

6
Sekretariat daerah membuat ayat jurnal
pembalik setelah pembuatan neraca saldo
setelah penutupan.

4,03 Baik

Jumlah 25,75
25,75 / 6 = 4, 29 (Sangat Baik)

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Dari tabel 19 diatas dapat kita lihat bahwa nilai rata – rata hasil

penelitian responden terhadap sub variabel pengikhtisaran pada kantor

Sekretariat Daerah Kab. Enrekang dalam penerapan Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah adalah sebesar 4, 29. Dengan demikian maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa sub variabel pengikhtisaran pada kantor Sekretariat

Daerah Kab. Enrekang termasuk dalam interval sangat baik. Hal tersebut

sesuai dengan jawaban atas perrnyataan yang diberikan kepada 56 respoden

yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

3. Pelaporan

Setelah semua proses diatas selesai maka akan didapat laporan

keuangan.  Laporan  keuangan  tersebut  berupa  laporan  realisasi

anggaran, neraca,  laporan  arus  kas  dan  catatan  atas  laporan
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keuangan.  Laporan keuangan  disusun  untuk  menyediakan  informasi

yang  relevan  mengenai posisi  keuangan  dan  seluruh  transaksi

yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas selama  satu  periode  pelaporan.

Untuk mengetahui bagaimana pelaporan pada Sekretariat Daerah Kab.

Enrekang dapat dilihat pada uraian berikut :

Tabel  20
Pernyataan Responden Mengenai Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat

Daerah Kabupaten Enrekang

Uraian Bobot Nilai
(F)

Persentase Bobot x Nilai Persentase
Nilai Skor

Sangat Setuju 5 50 89,28 % 250

272/ 56 = 4,86
(Sangat Baik)

Setuju 4 4 7.14% 16
Netral 3 2 3,58% 6
Kurang Setuju 2
Tidak Setuju 1
Jumlah 56 100% 272
Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 56 responden, 50 orang

responden atau 89,28% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 4 orang

responden atau 7,14%, serta responden yang memilih netral 2 orang

responden atau 3,58%, kurang setuju dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari

uraian tersebut dapat dianalis bahwa pernyataan responden mengenai

mengenai pembuatan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran

pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang termasuk dalam kategori sangat baik.

Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan responden

sebesar 4,86.



65

Tabel 21
Pernyataan Responden Mengenai Laporan Keuangan Berupa Laporan

Neraca Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang

Uraian Bobot
Nilai
(F) Persentase Bobot x Nilai

Persentase
Nilai Skor

Sangat Setuju 5 50 89,28 % 250

272 / 56 = 4,86
(Sangat Baik)

Setuju 4 4 7.14% 16
Netral 3 2 3,58% 6
Kurang Setuju 2
Tidak Setuju 1
Jumlah 56 100% 272
Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 56 responden, 50 orang

responden atau 89,28% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 4 orang

responden atau 7,14%, serta responden yang memilih netral 2 orang

responden atau 3,58%, kurang setuju dan tidak setuju sebanyak 0%. Dari

uraian tersebut dapat dianalis bahwa pernyataan responden mengenai

mengenai pembuatan laporan keuangan berupa laporan neraca pada

Sekretariat Daerah Kab. Enrekang termasuk dalam kategori sangat baik. Hal

tersebut dapat dilihat dari nilai rata – rata dari keseluruhan responden sebesar

4,86.

Tabel 22
Pernyataan Responden Mengenai Catatan Atas Laporan Keuangan Pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang

Uraian Bobot
Nilai
(F) Persentase Bobot x Nilai

Persentase
Nilai Skor

Sangat Setuju 5 50 89,28 % 250

271 / 56 = 4,84
(Sangat Baik)

Setuju 4 3 5,36% 12
Netral 3 3 5,36% 9
Kurang Setuju 2
Tidak Setuju 1
Jumlah 56 100% 271
Sumber: Data primer tahun 2017, diolah



66

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 56 responden, 50 orang

responden atau 89,28% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 3 orang

responden atau 5, 36%,  serta responden yang memilih netral sebanyak 3

orang responden atau 5,36%, kurang setuju dan tidak setuju sebanyak 0%.

Dari uraian tersebut dapat dianalis bahwa pernyataan responden mengenai

catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis

suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca dalam

rangka pengungkapan yang memadai pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang

termasuk dalam kategori sangat baik.. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata

– rata dari keseluruhan responden sebesar 4,84.

Tabel 23
Pernyataan Responden Mengenai Laporan Keuangan Dilakukan Secara
Konsisten Dan Periodik Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang

Uraian Bobot
Nilai
(F) Persentase Bobot x Nilai

Persentase
Nilai Skor

Sangat Setuju 5 20 35,71 % 100

242 / 56 = 4,32
(Sangat Baik)

Setuju 4 34 60.72% 136
Netral 3 2 3,57 % 6
Kurang Setuju 2
Tidak Setuju 1
Jumlah 56 100% 242
Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 56 responden, 20 orang

responden atau 35,71% memilih sangat setuju dan setuju sebanyak 34 orang

responden atau 60, 72%,  serta responden yang memilih netral sebanyak 2

orang responden atau 3,57%. Responden yang memilih kurang setuju dan

tidak setuju sebanyak 0%. Dari uraian tersebut dapat dianalis bahwa

pernyataan responden mengenai pelaporan laporan keuangan dilakukan

secara  konsisten dan periodik pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang
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termasuk dalam kategori sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata

– rata dari keseluruhan responden sebesar 4,32.

Adapun pernyataan responden mengenai sub variabel pelaporan pada

kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

:

Tabel 24
Rekapitulasi Pernyataan Responden Mengenai Sub Variabel Pelaporan Pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang
NO Pernyataan Total Skor Keterangan

1
Pada kantor sekretariat daerah ini setiap
akhir periode membuat laporan keuangan
berupa laporan realisasi anggaran.

4,86 Sangat Baik

2
Pada kantor sekretariat daerah ini setiap
akhir periode membuat laporan keuangan
berupa laporan neraca.

4,86 Sangat Baik

3

Membuat Catatan atas Laporan Keuangan
meliputi penjelasan, daftar rinci, dan
analisis suatu pos yang disajikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca
dalam rangka pengungkapan yang
memadai.

4,84 Sangat Baik

4
Pelaporan laporan keuangan dilakukan
secara  konsisten dan periodik.

4,32 Sangat Baik

Jumlah 18,88
18,88 / 4 = 4, 72 (Sangat Baik)

Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Dari tabel 19 diatas dapat kita lihat bahwa nilai rata – rata hasil

penelitian responden terhadap sub variabel pelaporan pada kantor Sekretariat

Daerah Kab. Enrekang dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

adalah sebesar 4, 72. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

sub variabel pelaporan pada kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang

termasuk dalam interval sangat baik. Hal tersebut sesuai dengan jawaban atas

perrnyataan yang diberikan kepada 56 respoden yang menjadi sampel dalam

penelitian ini, serta dibawah ini dicantumkan neraca periode 31 Desember

2016 dan 2015 serta laporan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kab.
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Enrekang  yang didapatkan dari observasi langsung periode 31 Desember

2015 dan 2014 serta periode 31 Desember 2016 dan 2015.
SEKRETARIAT DAERAH KAB. ENREKANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(Dalam Rupiah)

NO. URAIAN Anggaran 2015 Realisasi 2015 % Realisasi 2014

1 PENDAPATAN

2 PENDAPATAN ASLI DAERAH

3 Pendapatan Pajak Daerah - - - -

4 Pendapatan Retribusi Daerah 10,500,000,00 26,325,000,00 251,71 25,750,000,00

5
Pendapatan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- - -

6 Lain-lain PAD yang sah - - - -

7 Jumlah Pendapatan Asli
Daerah (3 s/d 6)

10.500.000,00 26.325.000.00 251,71 25.750.000.00

8

9 BELANJA

10 BELANJA OPERASIONAL

11 Belanja Pegawai 9.666.366.625,00 8.801.116.187,00
90,76 6.523.852.198.00

12 Belanja BarangdanJasa 23.910.740.168.00 22.277.515.195.00 93.17 17.275.477.192.00

13 Jumlah Belanja Operasi (11
s/d 12) 33.577.106.793,00 31.078.631.382,00

90,44 23.799.329.390,00

14

15 BELANJA MODAL

16 Belanja Tanah 1.076.991.500,00 90.000.000,00 8,36 88.328.000,00

17 Belanja Peralatan dan Mesin 2.259.355.000,00 2.167.866.000,00 95,95 656.843.000,00

18 Belanja Gedung dan Bangunan 50.677.500,00 30.000.000,00 59,20 70.000.000,00

19 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
- - -

20 Belanja Aset Tetap Lainnya
- - -

21 Belanja Aset Lainnya
- - -

22 Jumlah Belanja Modal (16 s/d
21 ) 3.387.024.000,00 2.287.866.000,00 94,23 815.171.000,00

23

24 JUMLAH BELANJA
(13+22)

36.964.130.793,00 33.366.497.382,00 90.266 24.614.500.390,00

25 SURPLUS/DEFISIT  (7
-24)

(36.953.630.793,00) (33.340.172.382.00) 90,22 (24.588.750.390,00)
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Gambar 4
Lapran Realisasi Anggaran 2015 - 2016

Laporan realisasi anggaran (LRA) diatas merupakan salah satu

komponen laporan keuangan pemerintahan yang menyajikan ikhtisar sumber,

alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah

pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan

realisasinya dalam suatu periode tertentu. Pada periode 31 Desember 2016

dan 2015 terlihat bahwa persentase realisasi anggaran mengalami
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peningkatan senilai 94,92 % sedangkan pada periode 31 Desember 2015 dan

2014 hanya senilai 90,22%.

Gambar 5
Neraca Periode 31 Desember 2016 dan 2015

Laporan neraca diatas menggambarkan posisi keuangan mengenai aset,

kewajiban, dan ekuitas. Masing - masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :
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a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik
oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara
aset dan kewajiban.
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BAB V

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang

Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan

daerah pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang  berdasarkan sub  variabel

pencatatan, pengikhtisaran serta pelaporan dapat dilihat pada rekapitulasi

pernyataan responden sebagai berikut :

Tabel  25
Rekapitulasi Pernyataan Responden Mengenai Sistem Akuntansi Keuangan

Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang

NO Sub Variabel SKAD Nilai Rata - rata
Total Skor Keterangan

1 Pencatatan 4,83 Sangat Baik
2 Pengikhtisaran 4,29 Sangat Baik
3 Pelaporan 4,72 Sangat Baik

Jumlah                                         13,84
Nilai Rata - rata 13,84/3 = 4,61 (Sangat Baik)
Sumber: Data primer tahun 2017, diolah

Dari tabel 25 dapat dilihat bahwa sub variabel pencatatan masuk dalam

kategori sangat baik dengan nilai 4,83, sub variabel pengikhtisaran dengan

nilai 4,29 termasuk dalam kategori sangat baik serta sub variabel pelaporan

juga termasuk dalam kategori sangat baik dengan nilai 4,72. Penilaian sangat

baik pada ketiga sub variabel  tersebut sesuai dengan  jawaban responden atas

pernyataan yang diberikan, dimana item pernyataan tersebut diadopsi dari

indikator system akuntansi keuangan daerah itu sendiri yang terdiri dari tiap

sub variabel yang dikembangkan kedalam beberapa pernyataan.

Adapun nilai rata – rata yang dihasilkan dari penjumlahan nilai rata –

rata keseluruhan sub variabel sistem akuntansi keuangan daerah pada kantor

Sekretariat Daerah Kab. Enrekang sebesar 4, 61. Sesuai dengan rentang

interval yang ditentukan sebelumnya, maka sistem akuntansi keuangan
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daerah pada kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang dapat dilihat pada

rentang interval di bawah ini :

Tidak baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik

1 1.8 2.6                    3.4                      4.2                          5

4,61

Secara umum dijelaskan dari analisis diatas bahwa sistem akuntansi

keuangan daerah pada kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang sangat baik.

1. Pencatatan

Pada tahap pencatatan setiap transaksi keuangan dicatat secara

kronologis dan sistematis dalam periode tertentu didalam sebuah atau

beberapa buku yang disebut jurnal. Tiap catatan itu harus ditunjang oleh

dokumen sumbernya (nota, faktur, kuitansi, bukti memorial, dan lain-lain).

Pencatatan dalam akuntansi ada dua tahap, yaitu pencatatan transaksi dalam

buku jurnal (journal entry) dan pencatatan ayat jurnal ke buku besar (posting

to legder). Berdasarkan hasil analisis jawaban responden diperoleh sub

variabel pencatatan masuk dalam kategori sangat baik. Adapun gambaran

aktifitas runititas bagian keuangan yang telah dijelaskan pada bab

sebelumnya  menunjukkan bahwa pada kantor Sekretariat Daerah Kab.

Enrekang telah menerapkan salah satu dari indikator sistem  akuntansi

keuangan daerah yaitu pencatatan. Dimana terlihat pada gambar bab

sebelumnya yang dilampirkan bahwa transaksi keuangan pada kantor

Sekretariat Daerah Kab. Enrekang dicatat dalam buku harian atau jurnal yang

kemudian diposting dalam buku besar berdasarkan kelompok atau sejenisnya.

Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah Pada

Kantor Sekretariat Daerah
Kab. Enrekang
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Selanjutnya setiap transaksi keuangan pada kantor Sekretariat Daerah Kab.

Enrekang didukukung oleh bukti transaksi berupa kwitansi.

2. pengikhtisaran

Selanjutnya adalah proses pengikhtisaran, pada kantor Sekretariat

Daerah Kab. Enrekang setiap akhir periode dilakukan penyusunan neraca

saldo berdasarkan akun buku besar kemudian dibuat ayat jurnal penyesuaian

untuk menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan

informasi up to date atau sebenarnya. Selanjutnya penyusunan kertas kerja

atau neraca lajur yang merupakan alat pembantu penyusuan laporan keuangan

yang diikuti dengan neraca saldo setelah penutupan untuk membuat akun

nominal menjadi nol. Terakhir adalah pembuatan ayat jurnal pembalik

apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan.

3. Pelaporan

Setelah semua proses pencatatan dan pengikhtisaran maka akan

didapat laporan keuangan. Laporan  keuangan  tersebut  berupa  laporan

realisasi  anggaran, neraca,  laporan  arus  kas  dan  catatan  atas  laporan

keuangan. pada kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang telah menyajikan

semua laporan tersebut. Laporan realisasi anggaran (LRA) merupakan salah

satu komponen laporan keuangan pemerintahan yang menyajikan ikhtisar

sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh

pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara

anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu. Selain menyajikan

LRA Sekretariat Daerah Kab. Enrekang juga menyajikan neraca yang

menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada

tanggal tertentu beserta laporan arus kas (LAK) yang merupakan bagian dari

laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas

selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi,
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investasi, pendanaan, dan transitoris. Terakhir Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas

nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan

Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dimana Catatan atas Laporan

Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan diatas baik dari jawaban responden yang telah

diolah dan fakta yang didapatkan melalui observasi langsung, secara umum

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) pada Sekretariat Daerah Kab.

Enrekang telah memenuhi semua indikator Sistem Akuntansi Keuangan

Daerah yang termuat dalam permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pecatatan, pengikhtisaran dan

pelaporan.

Salah satu penunjang terpenuhinya serangkaian prosedur Sistem

Akuntansi Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kab. Enrekang adalah

tingkat pendidikan yang telah memenuhi standar kompetensi dimana dalam

penelitian ini sebagian besar telah menempuh pendidikan S-1 yaitu sebanyak

30 responden (53,56%), pendidikan S-2 sebanyak 15 responden (26,78%),

pendidikan D-3 sebanyak 1 responden (1,8%). Sedangkan responden dengan

tingkat pendidikan SMU/SMK 10 responden (17,86%).

Meskipun secara umum telah dianalis, dijelaskan dan digambarkan

bahwa sistem akuntansi keuangan daerah pada kantor Sekretariat Daerah

Kab. Enrekang sangat baik. Namun ada beberapa catatan dari wawancara

langsung bahwa masih ada beberapa kelemahan yang perlu dibenahi dan

disempurnakan pada Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sekretariat Daerah

Kab. Enrekang. Adapun simpulan tanggapan informan yang didapatkan dari
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wawancara langsung kepada kepala bagian keuangan sekretariat daerah,

penata usaha keuangan (PPK) dan kepala sub bagian verifikasi  terkait

kelemahan SAKD pada sekretariat daerah sekaligus faktor penghambat belum

maksimalnya SAKD pada sekretariat daerah tersebut, yaitu masih kurangnya

pemanfaatan teknologi informasi dalam penerapan SAKD, tidak tersedianya

sumber daya manusia yang andal dalam bidang akuntansi dimana hal tersebut

dapat dilihat dari latar belakang pedidikan yang tidak relavan, tidak sesuainya

scedul dalam pelaksanaan kegiatan oleh PPTK, kurangnya partisipasi

pegawai, kredibilitas sebuah system akuntansi, kebijakan pimpinan dalam

pengangkatan tenaga ahli pelaporan keuangan yang belum sesuai dengan

keahliannya serta kurangnya penguatan kompetensi SDM, komitmen serta

dukungan dari pimpinan.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat

disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah pada kantor

Sekretariat Daerah Kab. Enrekang berada pada kategori sangat baik sesuai

dengan uraian sebagai berikut :

1. Prosedur Pencatatan  pada kantor Sekretariat Daerah Kab.

Enrekang dengan nilai rata – rata 4,83 dan termasuk dalam

kategori sangat baik sesuai dengan rentang interval yang telah

ditentukan sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan

responden dimana setiap transaksi keuangan dilakukan analisis

atau identifikasi transaksi yang didukung oleh bukti transaksi,

pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi sesuai dengan

pos-pos semestinya serta transaksi keuangan dilakukan pencatatan

secara kronologis.

2. Pengikhtisaran pada kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang

dengan nilai rata – rata 4,29 dan termasuk dalam kategori sangat

baik sesuai dengan rentang interval yang telah ditentukan

sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan responden

dalam proses pengikhtisaran yang terdiri dari penyusunan nerca

saldo berdasarkan akun buku besar, pembuatan ayat jurnal

penyesuaian, necara lajur, ayat jurnal penutup, neraca saldo setelah

penutupan serta ayat jurnal pembalik.



78

3. Pelaporan  pada kantor Sekretariat Daerah Kab. Enrekang dengan

nilai rata – rata 4,72 dan termasuk dalam kategori sangat baik

sesuai dengan rentang interval yang telah ditentukan sebelumnya.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan responden dalam proses

pelaporan yang telah menyajikan laporan keuangan berupa laporan

realisasi anggaran dan laporan neraca pada akhir periode, membuat

catatan atas laporan keuangan serta pelaporan keuangan dilakukan

secara  konsisten dan periodik.

B. Saran

Dengan melihat hasil dan analisa penelitian serta kesimpulan,

maka hal yang dapat diajukan sebagai saran dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan memperkuat sistem pengendalian intern

pemerintah yang melibatkan seluruh pegawai Sekretariat

Daerah Kab. Enrekang beserta pihak yang berkepentingan

dalam rangka mendukung terlaksananya sistem akuntansi yang

maksimal.

2. Pemanfaatan teknologi informasi agar lebih dioptimalkan

dengan cara menyiapkan, membangun dan meningkatkan

infrastruktur dan jaringan teknologi informasi yang handal dan

baik serta berkualitas untuk mendukung terlaksananya sistem

akuntansi keuangan daerah secara maksimal.

3. Berkaitan  dengan  kompetensi  sumber  daya  manusia  agar

pimpinan Sekretariat Daerah Kab. Enrekang  dapat
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Kepada Yth:

Bapak / Ibu Responden

di-

t e m p a t

Dengan hormat,

Dalam rangka penulisan skripsi di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga

Administrasi Negara, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1)

konsentrasi Administrasi Pembangunan Daerah, maka dengan segala kerendahan hati saya

sangat menghargai tanggapan Bapak / Ibu terhadap beberapa pernyataan yang tersedia dalam

kuesioner ini mengenai “Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Enrekang”. Pengumpulan data ini semata-mata hanya akan digunakan untuk

maksud penyusunan skripsi dan akan dijamin kerahasiaannya.

Kesediaan dan kerja sama yang Bapak / Ibu berikan dalam bentuk  informasi yang

benar dan lengkap akan sangat mendukung keberhasilan penelitian ini. Selain itu jawaban

yang Bapak / Ibu berikan juga akan merupakan masukan yang sangat berharga bagi saya.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan

kesediaan Bapak / Ibu yang telah meluangkan waktunya dalam pengisian kuesioner ini.

Hormat saya,

Rosnani

LAMPIRAN 1



Lampiran 2 : Identitas Responden

KUESIONER PENELITIAN

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : ............................................. (boleh tidak diisi)

2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

3. Pendidikan Terakhir : a. SMU b. D-3 c. S-1 d. S-2 e. S-3

4. Jabatan : ..............................................

5. Lama Bekerja :   a. Kurang dari 3 tahun b. 3-10 tahun

c. 11-20 tahun d. 20 tahun keatas

6. Usia saat ini : a. <25 tahun b. 25 – 35 Tahun

c.  36 – 45 tahun d. 46 – 55 tahun

e. Lebih 55 tahun

II. PETUNJUK PENGISIAN

Berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia. Hanya satu

jawaban yang dimungkinkan untuk setiap pertanyaan. Pada masing - masing pertanyaan

terdapat lima alternative jawaban yang mengacu  pada teknik skala Likert, yaitu:

5 = Sangat Setuju

4 = Setuju

3 = Cukup Setuju / Netral

2 = Kurang Setuju

1 = Tidak Setuju



NO PERNYATAAN SCOORING

Pencatatan SS S CS KS TS

1. Setiap transaksi keuangan pada kantor sekretariat daerah

ini dilakukan dengan analisis transaksi / identifikasi

transaksi

2. Setiap transaksi keuangan pada kantor sekretariat daerah

ini didukukung oleh bukti transaksi.

3. Pada kantor sekretariat daerah ini dilakukan

Pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi.

4. Pada kantor sekretariat daerah ini semua transaksi

keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis.

5. Pada kantor sekretariat daerah ini dilakukan klasifikasi

atau transaksi sesuai dengan pos-pos semestinya

NO PERNYATAAN SCOORING

Pengikhtisaran SS S CS KS TS

1. Setiap akhir periode disusun neraca saldo berdasarkan

akun buku besar

2. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode

apabila ada akun-akun tertentu yang belum menyajikan

data up to date.

3 Setiap akhir periode sekretariat daerah ini membuat

kertas kerja atau neraca lajur.

4. Ayat jurnal penutup dibuat pada akhir periode sehingga

akun nominal menjadi nol.

5. Pada kantor sekretariat daerah ini dibuat neraca saldo

setelah penutupan yang berisi daftar akun riil.

6. Sekretariat daerah membuat ayat jurnal pembalik setelah

pembuatan neraca saldo setelah penutupan.



NO PERNYATAAN SCOORING

Pelaporan SS S CS KS TS

1. Pada kantor sekretariat daerah ini setiap akhir periode

membuat laporan keuangan berupa laporan realisasi

anggaran.

2. Pada kantor sekretariat daerah ini setiap akhir periode

membuat laporan keuangan berupa laporan neraca.

3 Membuat Catatan atas Laporan Keuangan meliputi

penjelasan, daftar rinci, dan analisis suatu pos yang

disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

dalam rangka pengungkapan yang memadai.

4. Pelaporan laporan keuangan dilakukan secara  konsisten

dan periodik.



PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Tempat Pengambilan Dokumen

1. Nama Tempat :

2. Jabatan :

3. Waktu Wawancara :

4. Lamanya Wawancara :

B. Tanggapan Informan

1. Apakah kelemahan sistem akuntansi keuangan daerah pada Sekretariat

Daerah.

2. Bagaimana kelemahan Pencatatan, Pengiktisaran dan Pelaporan Pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.

3. Apakah Faktor – Faktor yang menyebabkan Sistem Akuntansi Keuangan

Daerah belum berjalan dengan baik pada Sekretariat Daerah Kabupaten

Enrekang.

4. Apa kira – kira Solusi untuk Mengatasi kendala Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.



PEDOMAN WAWANCARA

C. Identitas Tempat Pengambilan Dokumen

5. Nama Tempat : Hendranto, SE. M.Si

6. Jabatan : Kabag Keuangan Sekretariat Daerah

7. Waktu Wawancara : Tanggal 30 Oktober s/d 11 November

2017

8. Lamanya Wawancara : 30 Menit

D. Tanggapan Informan

5. Apakah kelemahan sistem akuntansi keuangan daerah pada Sekretariat

Daerah.

6. Bagaimana kelemahan Pencatatan, Pengiktisaran dan Pelaporan Pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.

7. Apakah Faktor – Faktor yang menyebabkan Sistem Akuntansi Keuangan

Daerah belum berjalan dengan baik pada Sekretariat Daerah Kabupaten

Enrekang.

8. Apa kira – kira Solusi untuk Mengatasi kendala Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang.



Gambar / Foto Lokasi Penelitian

Keterangan : Kantor Bupati Kabupaten Enrekang

Keterangan : Wawancara dengan Kabag Keuangan Setda
Hendranto, SE. M.Si

LAMPIRAN III



Keterangan : Wawancara dengan Penata Usaha Keuangan ( PPK)
Anton Sutrisno,SE

Keterangan : Wawancara dengan Kasubag Verifikasi Noor
Azizah, SE



PEDOMAN OBSERVASI

A. Identitas Tempat Pengambilan Dokumen

1. Nama Tempat : Sekretariat Daerah Kabupaten

Enrekang

2. Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 01

Kabupaten Enrekang

3. Waktu Pengambilan Dokumen : Tanggal 1 s/d 15 November 2017

B. Hal – Hal Yang Perlu Diobservasi

1. Kelemahan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Enrekang

2. Kelemahan Pencatatan,Pengiktisaran dan Pelaporan Pada Sekretariat

Daerah Kabupaten Enrekang

3. Faktor – Faktor yang menyebabkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

belum berjalan dengan baik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang

4. Solusi untuk Mengatasi kendala Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pada Sekretariat Daerah

5. Kesimpulan Observasi



PEDOMAN  TELAAH DOKUMEN

A. Identitas Tempat Pengambilan Dokumen

1. Nama Tempat : Sekretariat Daerah Kabupaten

Enrekang

2. Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 01

Kabupaten Enrekang

3. Waktu Pengambilan Dokumen : Tanggal 1s/d 15 November 2017

B. Dokumen Umum

1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang

2. Profil Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang

C. Dokumen Yang Berhubungan Dengan sistem Akuntansi Keuangan

Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang

1. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Sistem akuntansi

keuangan daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007  Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntasi Keuangan

Daerah, merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan

data, pencatatan,pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan

secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

3. Dokumen / Arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah

yang meliputi Perencanaa, Pelaksanaan, Penatausahaan,Pelaporan dan

pertanggungjawaban, Pengawasan Daerah.

4. Dokumen/ Arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan

kesehatan gratis di Puskesmas Kota Kecamatan Enrekang Kab. Enrekang.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Data Pribadi

Nama : ROSNANI

Tempat Tanggal Lahir : Kajao, 21 April 1983

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Suku : Maspul

Status : Kawin

Alamat : Perumahan Pinang Blok A4 No.4 Kelurahan Leoran

Kec. Enrekang

No. Telpon : 085 242 828 852

Email : rosnaniabqar@yahoo.com

Data Pribadi

Ayah : RAHIMA

Ibu : SIDA

Anak ke : 7 dari 7 Bersaudara

Suami : INDRA AUDI PUTRA

Anak : MUHAMMAD ABQAR

Data Pendidikan

SD : SD NEGERI 156 KAJAO

SLTP : SLTP NEGERI 6 ENREKANG

SMU : SMU NEGERI 1 ENREKANG



Data Pekerjaan

Instansi : SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Jend Sudirman No.01 Enrekang

Jabatan : Staf  Sub Bagian, Verifikasi dan Perbendaharaan

Mulai Bekerja : 01 Januari 2009
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